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ABSTRAK

Permasalahan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di ruang publik menjadi perhatian serius dalam
konteks ketertiban umum dan perlindungan sosial. Di Kabupaten Sumedang, penanganan ODGJ tidak dapat
diselesaikan hanya oleh satu instansi, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan
Collaborative Governance. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Collaborative
Governance dalam penanganan ODGJ oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dan
pemangku kepentingan terkait, mengidentifikasi faktor-faktor hambatan dalam implementasinya, serta
merumuskan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data
melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak Satpol
PP, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, yang terlibat dalam penanganan ODGJ. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Collaborative Governance telah dijalankan melalui kerja sama antar lembaga dalam
menangani ODGJ, seperti evakuasi, perawatan medis, dan rehabilitasi sosial. Namun, implementasi
tersebut masih menemui hambatan, antara lain kurangnya pemahaman dan pelatihan petugas terkait
kesehatan jiwa, koordinasi antar instansi yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta stigma sosial
terhadap ODGJ. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan pelatihan berkelanjutan, pembentukan
SOP yang terintegrasi, peningkatan komunikasi antar lembaga, serta edukasi publik guna mengurangi
stigma. Penelitian ini menyarankan agar kebijakan kolaboratif terus diperkuat, pelibatan komunitas
ditingkatkan, dan dukungan anggaran diperluas guna menunjang penanganan ODGJ yang lebih efektif dan
manusiawi.

Kata Kunci : Collaborative Governance, ODGJ, Satpol PP, Kolaborasi Lintas Sektor, Kabupaten
Sumedang.

ABSTRACT

The issue of People with Mental Disorders (ODGJ) in public spaces has become a serious concern
in the context of public order and social protection. In Sumedang Regency, handling ODGJ cannot be
addressed by a single institution alone, but rather requires cross-sector collaboration through a
Collaborative Governance approach. This study aims to describe the role of Collaborative Governance in
the handling of ODGJ by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Sumedang Regency and relevant
stakeholders, identify the inhibiting factors in its implementation, and formulate solutions to overcome
these obstacles.

This research employs a descriptive qualitative method with data collection techniques including in-
depth interviews, observations, and documentation. The informants in this study consist of representatives
from Satpol PP, the Health Office, the Social Affairs Office, as well as social organizations and community
members involved in handling ODGJ. The results of the study indicate that Collaborative Governance has
been implemented through inter-institutional cooperation in handling ODGJ, such as evacuation, medical
treatment, and social rehabilitation. However, the implementation still faces several obstacles, including a
lack of understanding and training among officers regarding mental health, suboptimal inter-agency
coordination, limited resources, and social stigma against ODGJ. To address these challenges, continuous
training, the establishment of integrated Standard Operating Procedures (SOP), enhanced inter-agency
communication, and public education to reduce stigma are needed. This study recommends that
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collaborative policies be continuously strengthened, community involvement be increased, and budgetary
support be expanded to support more effective and humane handling of ODGJ.

Keywords : Public Service Quality, Nurse Competence, Inpatient Satisfaction.

1. PENDAHULUAN

Konsep Collaborative Governance sebagai
sebuah basis alternatif dinilai mampu
mewujudkan percepatan dan implementasi
program pemerintah. Collaborative Governance
merupakan sebuah proses yang di dalamnya
melibatkan ~ berbagai  stakeholder.  Dalam
kerjasama kolaborative terjadi penyampaian visi,
tujuan, strategi dan aktivitas antara pihak, mereka
masing-masing tetapi memiliki otoritas untuk
mengambil keputusan secara independen dan
memiliki otoritas untuk mengambil keputusan
secara independen dan memiliki otoritas untuk
mengambil organisasinya walaupun mereka
tunduk pada kesepakatan bersama.

Collaborative Governance pada dasarnya
bertujuan  untuk  memecahkan  bersama
permasalahan atau isu tertentu dari para pihak
yang terkait. Pihak tersebut tidak hanya berbatas
pada instansi pemerintah dan non pemerintah,
karena dalam prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik, melibatkan stakeholder maupun
masyarakat  sipil dalam perumusan dan
pengembalian keputusan. Kerjasama di inisiasi
atas keterbatasan kapasitas, sumber daya maupun
jaringan yang dimiliki masing-masing pihak,
sehingga kerjasama dapat menyataukan dan
melengkapi berbagai komponen yang mendorong
keberhasilan pencapaian tujuan bersama.

Dalam perumusan tujuan, visi misi norma
dan nilai bersama dalam kerjasama, kedudukan
masing-masing pihak bersifat setara yakni
memiliki  kewenangan  untuk  mengambil
keputusan secara independen walaupun terikat
pada kesempatan bersama. Oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa Collaborative Governance
merupakan kerja sama antar stakeholder atas dasar
prinsip bersama untuk mencapai tujuan tertentu
termasuk dalam pengembangan sektor pariwisata
yang juga merupakan tugas pemerintah.

Gangguan Jiwa merupakan salah satu
permasalahan yang dialami masyarakat di
Indonesia khususnya di Kabupaten Sumedang.
Gangguan jiwa merujuk pada kesehatan seluruh
aspek perkembangan seseorang baik secara psikis
maupun fisik. Dimana gangguan jiwa diakibatkan
berawal dari kesehatan mental yang terganggu

serta  ketidakmampuan menyesuaikan  diri,
bagaimana berhubungan dengan orang lain serta
stress menghadapi sebuah permasalahan.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu
daerah di Jawa Barat yang memiliki tantangan
dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa
(ODQ@YJ), khususnya yang berada di ruang publik.
Permasalahan ini menjadi perhatian pemerintah
daerah karema berkaitan isu ketertiban umum,
kesehatan mental, dan Hak Asasi Manusia
(HAM). Banyaknya ODGJ biasanya
terkonsentrasi di lokasi-lokasi tertentu yang ramai
aktivitas masyarakat, seperti :

1. Pasar Tradisional dan Modern, Pasar
Sandang Sumedang, salah satu pasar terbesar
di Wilayah ini sering menjadi tempat
keberadaan ODGIJ yang berkeliaran tanpa
pengawasan. Hal ini sering menimbulkan
kekhawatiran di kalangan pedagang dan
pembeli karena interaksi tak terduga, baik
verbal maupun fisik, dari ODGJ.

2. Terminal Ciakar, Terminal Ciakar, sebagai
pusat transportasi publik, menjadi salah satu
lokasi rawan karena ODGJ sering telrihat
meminta-minta atau hanya duduk di tempat
umum tanpa arah yang jelas.

3. Jalan Raya Utama, ODGJ sering ditemukan
berkeliaran di pinggir jalan utama, seperti di
Jalan Raya Sumedang-Cirebon yang tidak
hanya membahayakan dirinya sendiri tetapi
juga menggangu kelancara lalu lintas.

4. Fasilitas Umum Lainnya, Taman kota,
masjid, dan area pemerintahan juga menjadi
lokasi keberadaan ODGJ.

Keberadaan ODGJ di ruang publik di
Kabupaten Sumedang menimbulkan berbagai
dampak, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun
ketertiban umum :

1. Ketertiban Umum dan Keamanan
a. Banyak masyarakat yang merasa
terganggu dengan keberdaan ODGJ,
terutama ketika mereka menunjukkan
perilaku  agresif, seperti berteriak,
menyerang orang lain, atau merusak
fasilitas umum.
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b. ODGIJ yang berkeliaran tanpa pakaian
layak sering dianggap mengganggu
kenyamanan masyarakat di ruang publik.

2. Stigma dan Diskriminasi Terhadap ODIJG,
Masyarakat cenderung memberikan stigma
negatif terhadap ODGJ, seperti anggap
bahwa mereka berbahaya atau tidak bisa
disembuhkan. Hal ini menyebabkan
kurangnya empati dan dukungan bagi
rehabilitasi mereka.

3. Tantangan Kesehatan dan Sosial
a. Banyak ODGIJ yang tidak mendapatkan

akses ke perawatan kesehatan mental
atau fasilitas rehabilitasi, sehingga
kondisi mereka terus memburuk.

b. Tidak adanya keluarga yang
bertanggung jawab atas beberapa ODGJ
menambah tantangan bagi pemerintah
daerah untuk memberikan solusi.

4. Risiko Kecelakaan, ODGJ yang berkeliaran
di jalan raya atau tempat ramai sering kali
beresiko menjadi korban kecelakaan lalu
lintas atau bahkan menyebabkan kecelakaan
bagi pengendara lain.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sumedang sering berperan dalam proses
penertiban ODGJ di ruang publik. Tetapi,
penanganan satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumedang masih bersifat reaktif,
seperti menangkap ODGJ yang dianggap
mengganggu ketertiban tanpa solusi jangka
panjang yang memadai. Beberapa ODGJ yang
terjaring biasanya diserahkan ke Dinas Sosial
Kabupaten Sumedang atau Puskesmas untuk
mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sumedang sering berperan dalam proses
penertiban ODGJ di ruang publik. Tetapi
penanganan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumedang masih bersifat reaktif,
seperti menangkap ODGJ yang dianggap
mengganggu ketertiban tanpa solusi jangka
panjang yang memadai. Beberapa ODGJ yang
terjaring biasanya diserahkan ke Dinas Sosial
Kabupaten Sumedang atau Puskesmas untuk
mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Dinas Sosial Kabupaten Sumedang memiliki
program rehabilitasi sosial bagi ODGJ melalui
panti sosial. Namun kapasitas panti sering kali
terbatas sehingga tidak semua ODGJ dapat
tertampung. Dinas  Kesehatan  Kabupaten
Sumedang memberikan layanan pengobatan
melalui Puskesmas yang memiliki program

kesehatan jiwa tetapi cakupannya masih minim
dan kurang merata di semua wilayah.

ODGJ yang membutuhkan perawatan
insentif sering dirujuk ke Rumah Sakit Cisarua di
Bandung atau Rumah Sakit lainnya di luar
Sumedang. Namun proses rujukan ini
membutuhkan koordinasi yang baik antara satuan
Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas
Kesehatan Kabupaten Sumedang dan keluarga
ODG@GJ.

Tantangan dalam Penanganan ODGJ di
Kabupaten Sumedang diantaranya kurangnya
fasilitas rehablitasi lokal, minimnya koordinasi
lintas sektor, stigma terhadap ODGJ, Stigma yang
masih kuat di masyarakat membuat penanganan
ODGJ sering kali tidak menjadi prioritas
(Keterbatasan Anggaran Daerah membatasi
Program-Program Pemerintah untuk menangani
ODG]J secara menyeluruh, mulai dari penertiban
hingga rehabilitasi.

Karena sifatnya yang multidimensi, sehingga
penanganan ODGJ di Sumedang membutuhkan
kolaborasi lintas sektor antara Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Sumedang, Dinas Sosial
Kabupaten Sumedang, dan Dinas Kesehatan
Kabupten Sumedang. Masing-masing instansi
memiliki peran strategis yang saling melengkapi
untuk  memastikan  ODGJ  mendapatkan
penanganan yang layak.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sumedang, meliputi menjaga ketertiban umum,
merespons aduan masyarakat terkait keberadaan
ODGJ di fasilitas umum, berkoordinasi dengan
Dinas Sosial Kabupaten Sumedang atau Dinas
Kesehatan Kabupaten Sumedang untuk langkah
penanganan lebih lanjut.

Peran Dinas Sosial Kabupaten Sumedang,
meliputi memberikan layanan rehabilitasi bagi
ODGJ, seperti melalui panti sosial atau lembaga
rehabilitasi lainnya, jika memungkinkan, ODGJ,
akan dipulangkan ke keluarganya setelah melalui
proses rehabilitasi dan penanganan ODGJ
terlantar untuk dirawat di fasilitas milik
pemerintah atau dirujuk ke lembaga sosial
lainnya.

Peran  Dinas  Kesehatan  Kabupaten
Sumedang, meliputi Layanan Medis melalui
Puskesmas memiliki program kesehatan jiwa
(Keswa) untuk memberikan pengobatan awal
kepada ODGJ, apabila ODGJ yang membutuhkan
perawatan intensif akan dirujuk ke Rumah Sakit
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Jiwa (RSJ), seperti RSJ Cisarua di Bandung dan
edukasi  kesehatan  mental = meningkatkan
kesadaran = masyarakat tentang pentingnya
kesehatan mental, temasuk mengurangi stigma
terhadap ODGJ. Kerjasama lintas sektor ini
memerlukan koordinasi yang baik untuk
memastikan penanganan ODG]J berjalan efektif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini  menggunakan  metode
penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berarti
proses eksplokasi dan memahami makna perilaku
individu dan kelompok, menggambarkan masalah
sosial atau masalah kemanusiaan. Proses
penelitian  mencakup membuat pertanyaan
penelitian dan prosedur yang masih bersifat
sementara, mengumpulkan daata parsial ke dalam
tema dan selanjutnya memberikan interpretasi
terhadap makna suatu data. Kegiatan akhir adalah
membuat laporan ke dalam struktur yang
fleksibel.

Metode  kualitatif — digunakan  untuk
mendapatkan data yang mendalam suatu data yang
mengandung makna. Makna adalah data yang
sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu
nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu,
dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada
generalisasi tetapi lebih menekankan pada makna.
Generalisasi  dalam  penelitian  kualitatif
dinamakan transferability.

Sugiyono (2018 : 292) menyatakan bahwa,
“Pada umumnya alasan menggunakan metode
kualitatif karena permasalahan belum jelas,
holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna
sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial
tersebut dijaring dengan metode penelitian
kuantitatif dengan instrumen seperti kuesioner
atau pedoman wawancara. Selain itu peneliti
bermaksud memahami situasi sosial secara
mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.”

Tipe penelitian yang digunakan dalam
penelitian  ini  adalah  deskriptif, yaitu
menggambarkan sebuah fenomena atau kejadian
dengan apa yang sebenarnya terjadi dan apa
adanya. Sedangkan pedekatan yang digunakan
adalah pendekatan kualitatif. Secara definisi,
penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian
ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu
fenomena dalam konteks sosial secara alamiah
dengan  mengedepankan  proses interaksi
komunikasi yang mendalam antar peneliti dengan
fenomena yang diteliti. Sedangkan esensi dari
penelitian kualitatif sendiri ialah memahami yang

diartikan sebagai memahami apa yang dirasakan
orang lain, memahami pola pikir dan sudut
pandang orang lain, memahami sebuah fenomena
(central phenomenon) berdasarkan sudut pandang
sekelompok orang atau komunikasi tertentu dalam
latar alamiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumedang

a. Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sumedang mempunyai tugas pokok membantu
Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan di bidang pemeliharaan dan
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum, penegakan perundang-undangan daerah.

b. Fungsi

Untuk  melaksanakan  tugas  pokok
sebagaimana dimaksud Fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Sumedang adalah
sebagai berikut, Mengendalikan kegiatan yang
berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga,
keuangan, dan kepegawaian Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Sumedang, Merumuskan dan
menetapkan rancangan kebijakan operasional
bidang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sumedang, Merumuskan dan menetapkan standar
operasional prosedur dan standar teknis pelayanan
bidang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sumedang, Mengawasi dan mengendalikan sistem
informasi bidang Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumedang.

Mengawasi dan mengendalikan kegiatan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
dalam rangka penegakan peraturan daerah dan
keputusan kepala daerah, Mengawasi dan
mengendalikan penertiban, pemeriksaan dan
menindak warga masyarakat atau badan hukum
yang melakukan pelanggaran atas peraturan
daerah  dan  keputusan  kepala  daerah,
Mengendalikan  penyelenggaraan  koordinasi
pemerintah daerah dengan rapat kepolisian negara
dan instansi terkait dalam pelaksanaan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat, Mengawasi
dan mengendalikan tindakan represif non yustisial
terhadap warga masyarakat atau badan hukum
yang melakukan pelanggaran, Mengawasi dan
mengendalikan penyelesaian perselisihan warga
yang dapat mengganggu ketentraman dan
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ketertiban umum, laporan atau pengaduan dari
seseorang mengenai adanya tindak pidana atas
pelanggaran peraturan daerah dan keputusan
kepala daerah, Merumuskan dan menetapkan
laporan kepolisian negara atas ditemukannya atau
patut diduga adanya tindak pidana, mengambil
tindakan pertama dan pemeriksaan terhadap

seseorang tersangka di tempat kejadian,
Mengawasi  dan  mengendalikan  kegiatan
pencegahan, pemadaman, penyelamatan,

pemberdayaan dan sarana prasarana pemadaman
kebakaran dan Mengawasi dan mengendalikan
tindakan PPNS atas ditemukannya atau patut
diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan
daerah dan keputusan kepala daerah, kebijakan
dalam rangka pembinaan PNNS.

Peran  Collaborative  Governance dalam
penanganan ODGJ oleh Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Sumedang dan Pemangku
Kepentingan di Kabupaten Sumedang

Penanganan orang dengan gangguan jiwa
(OD@GJ) di Kabupaten Sumedang merupakan isu
kompleks yang membutuhkan keterlibatan
berbagai pihak. Dalam hal ini, pendekatan
Collaborative Governance menjadi strategi yang
efektif untuk menjawab tantangan tersebut. Satuan
Polisi Pamong Praja  Kabupaten Sumedang
memiliki peran sentral dalam merespons laporan
masyarakat terkait keberadaan ODGJ yang
mengganggu ketertiban umum.

Namun, dalam pelaksanaannya, Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang tidak
bekerja sendiri. Melalui kolaborasi lintas sektor,
berbagai pemangku kepentingan turut
berkontribusi sesuai kewenangannya. Dinas
Sosial Kabupaten Sumedang, melakukan asesmen
sosial dan memberikan layanan rehabilitasi sosial,
sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
melalui rumah sakit rujukan menyediakan layanan
medis dan kejiwaan bagi ODG]J.

Kolaborasi ini mencerminkan prinsip-prinsip
Collaborative Governance berupa dialog tatap
muka, pembangunan kepercayaan antar pihak, dan
pemahaman bersama terhadap tujuan penanganan
ODG]J secara holistik. Meski masih dihadapkan
pada sejumlah tantangan seperti minimnya
fasilitas kesehatan jiwa dan stigma sosial yang
kuat, model kolaboratif ini menunjukkan bahwa
sinergi antar lembaga dan masyarakat dapat
menciptakan solusi yang lebih manusiawi, efektif,
dan berkelanjutan dalam penanganan ODGIJ di
Kabupaten Sumedang.

Faktor Hambatan peran Collaborative
Governance dalam penanganan ODGJ oleh
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sumedang dan Pemangku Kepentingan di
Kabupaten Sumedang

Hambatan peran kolaboratif antara Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dan
pemangku kepentingan lain dalam mengurangi
stigma sosial terhadap Orang Dengan Gangguan
Jiwa (ODGJ) di masyarakat Kabupaten Sumedang
mencakup berbagai aspek struktural dan kultural.
Secara umum, salah satu hambatan utama adalah
masih rendahnya literasi masyarakat mengenai
kesehatan jiwa, yang menyebabkan ODGJ
seringkali dipersepsikan secara negatif, baik
sebagai ancaman maupun beban sosial. Upaya
kolaboratif yang dilakukan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Sumedang bersama
Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dan Dinas
Sosial Kabupaten Sumedang masih terkendala
oleh kurangnya program sosialisasi terpadu yang
secara konsisten melibatkan masyarakat dalam
edukasi dan pemberdayaan.

Selain itu, dari sisi internal kelembagaan,
koordinasi lintas sektor belum sepenuhnya
berjalan optimal dan terprogram secara sistematis.
Banyak kolaborasi yang masih bersifat reaktif atau
insidental ketika ada kasus, belum menjadi agenda
bersama yang berkelanjutan untuk mencegah dan
mengubah stigma. Hambatan lain adalah
keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran,
terutama untuk kegiatan edukatif dan kampanye
publik.  Beberapa  petugas juga  masih
membutuhkan pelatihan khusus agar pendekatan
kepada ODG]J dilakukan secara empatik dan tidak
memperkuat stigma sosial.

Dalam konteks ini, peran kolaboratif
memerlukan penguatan dalam bentuk penyusunan
strategi komunikasi lintas sektor, pelibatan
komunitas lokal, serta pelatihan petugas dari
berbagai instansi. Tanpa langkah-langkah
tersebut, maka upaya mengurangi stigma terhadap
ODG]J akan sulit berhasil secara menyeluruh dan
berkelanjutan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumedang menambahkan bahwa tidak
adanya anggaran untuk menangani ODG]J,
kurangnya SDM yang terlatih untuk pendekatan
humanis terhadap ODGJ juga mempersulit upaya
pencegahan stigma, apalagi di tingkat desa.
Sedangkan menurut Dinas Kesehatan Kabupaten
Sumedang, hambatan Kabupaten Sumedang atan
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teknis lainnya adalah keterbatasan data yang valid,
sehingga menyulitkan untuk membangun
kampanye edukatif yang tepat sasaran. Dinas
Sosial Kabupaten Sumedang menyoroti belum
maksimalnya pelibatan tokoh masyarakat atau
komunitas lokal dalam kampanye pengurangan
stigma, padahal peran mereka sangat penting
dalam membentuk opini publik.

Dari hasil observasi di lapangan, terlihat
bahwa kegiatan penanganan ODGIJ sering kali
hanya dilakukan oleh pihak tertentu secara
terpisah. Kurangnya forum diskusi bersama antara
instansi menyebabkan kolaborasi berjalan kurang
sistematis. Selain itu, minimnya kegiatan
sosialisasi atau kampanye publik mengenai ODGJ
di tempat umum atau komunitas juga
menunjukkan bahwa upaya mengurangi stigma
sosial belum menjadi prioritas utama. Dalam
kegiatan penjemputan atau evakuasi ODGJ,
sebagian masyarakat masih menonton dengan rasa
takut atau bahkan mengejek, menunjukkan
rendahnya empati sosial dan masih kuatnya
stigma.

Dari dokumentasi kegiatan dan laporan
instansi, ditemukan bahwa sebagian besar
program masih berfokus pada penanganan teknis
kasus ODGJ, bukan pada pendekatan promotif
dan preventif berbasis edukasi sosial. Tidak
ditemukan adanya dokumen SOP bersama atau
MoU yang secara khusus memuat strategi bersama
dalam mengurangi stigma sosial terhadap ODGJ.
Laporan kegiatan juga menunjukkan bahwa
keterlibatan masyarakat, tokoh agama, atau
lembaga non-pemerintah dalam sosialisasi masih
terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif
kolaboratif —dalam  bidang edukasi dan
penghapusan stigma masih lemah dari sisi
perencanaan hingga pelaksanaan.

Hambatan utama peran kolaboratif antara
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
dan pemangku kepentingan lainnya dalam
mengurangi stigma sosial terhadap ODGJ terletak
pada kurangnya program lintas sektoral yang
bersifat edukatif, keterbatasan SDM dan
anggaran, serta minimnya keterlibatan masyarakat
lokal. Kolaborasi yang ada cenderung bersifat
fungsional dan teknis, belum menyentuh akar
persoalan stigma di tingkat masyarakat.

Solusi untuk mengatasi hambatan peran
Collaborative Governance dalam penanganan
ODGJ oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Sumedang dan Pemangku
Kepentingan di Kabupaten Sumedang

Untuk mengatasi hambatan yang dialami
oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sumedang, mereka menerapkan langkah-langkah
strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi
Antar Instansi.
Hambatan utama dalam kolaborasi antara

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sumedang, Dinas Kesehatan = Kabupaten
Sumedang, dan Dinas Sosial Kabupaten

Sumedang adalah kurangnya koordinasi dan
komunikasi yang efektif. Untuk mengatasi hal ini,
penting bagi semua pemangku kepentingan untuk
melakukan pertemuan rutin dan terbuka dalam
bentuk forum koordinasi yang melibatkan semua
pihak yang terlibat dalam penanganan ODGJ.
Dalam forum ini, masing-masing instansi dapat
saling berbagi informasi, permasalahan yang
dihadapi, serta  solusi yang  mungkin
diimplementasikan.  Peningkatan = mekanisme
komunikasi ini akan memperkuat kerjasama dan
menyelaraskan prioritas, memudahkan alur
informasi, dan mempercepat respons terhadap
situasi darurat terkait ODGJ.

2. Penyusunan Pedoman dan  Standar
Operasional Prosedur (SOP) Bersama.
Hambatan regulasi yang tidak konsisten dan

tumpang tindih kewenangan antara lembaga
sering kali menyebabkan kebingungan dalam
pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perlu
disusun pedoman bersama yang mengatur peran
masing-masing instansi dalam penanganan ODGJ.
Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumedang dapat berperan sebagai
fasilitator yang mengoordinasikan penyusunan
standar operasional prosedur (SOP) bersama. SOP
ini akan memuat langkah-langkah yang jelas bagi
setiap instansi, serta kewenangan dan tanggung
jawab masing-masing dalam menangani ODGJ,
sehingga memperkecil risiko tumpang tindih
kewenangan

3. Peningkatan
Manusia.
Hambatan yang sering terjadi dalam

implementasi kolaborasi adalah keterbatasan

sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dalam
penanganan ODGJ. Oleh karena itu, penting untuk
meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan
bersama yang melibatkan Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Sumedang, Dinas Kesehatan

Kapasitas Sumber daya
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Kabupaten Sumedang, dan Dinas Sosial
Kabupaten Sumedang. Pelatihan ini bisa
mencakup pengetahuan tentang penanganan
ODGIJ secara manusiawi, pembekalan
keterampilan dalam penanganan kasus darurat,
serta pengetahuan tentang kebijakan dan regulasi
yang berlaku. Dengan SDM yang lebih terlatih,
efektivitas kolaborasi akan meningkat.

4.  Advokasi untuk Dukungan Anggaran.

Salah satu hambatan signifikan dalam
penanganan ODGJ adalah keterbatasan anggaran
yang tersedia. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan
upaya advokasi bersama untuk mendapatkan
dukungan anggaran yang lebih besar. Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten
Sumedang dan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang
perlu melakukan pendekatan bersama kepada
pihak  legislatif — dan  eksekutif  untuk
memprioritaskan anggaran penanganan ODGJ.
Penyusunan data dan bukti mengenai dampak
sosial dan ekonomi dari penanganan ODGJ yang
tidak optimal akan memperkuat posisi dalam
mengajukan anggaran.

5. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dan

Komunitas.

Mengurangi stigma sosial terhadap ODGJ
memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dan
komunitas lokal. Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumedang bersama dengan Dinas
Kesehatan Kabupaten Sumedang dan Dinas Sosial
Kabupaten Sumedang dapat berkolaborasi dengan
organisasi masyarakat, LSM, dan tokoh
masyarakat untuk melakukan kampanye edukasi
yang bertujuan mengurangi stigma terhadap
ODGIJ. Keterlibatan komunitas ini akan
memperkuat jaring pengaman sosial bagi ODGJ
dan mendorong pemahaman yang lebih baik
tentang penanganan masalah kesehatan mental di
masyarakat.

6. Perbaikan Kebijakan dan regulasi.
Hambatan regulasi seringkali menghambat
efektivitas kolaborasi. Oleh karena itu, Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang harus
berperan aktif dalam mendorong revisi kebijakan
dan peraturan yang ada, agar lebih mendukung
penanganan ODGJ secara kolaboratif. Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dapat
bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten
Sumedang dan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang
untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang
jelas dan tegas terkait kewenangan dan tanggung

jawab masing-masing instansi dalam penanganan
ODG]I.

7.  Penguatan Monitoring dan Evaluasi.

Untuk memastikan bahwa kebijakan yang
diimplementasikan berjalan dengan baik, Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
bersama dengan pemangku kepentingan lainnya
perlu membentuk sistem monitoring dan evaluasi
yang efektif. Sistem ini akan berfungsi untuk
menilai sejauh mana keberhasilan penanganan
ODGJ, mengidentifikasi hambatan yang muncul,
serta memberikan solusi yang tepat waktu.
Melalui evaluasi rutin, dapat diketahui apakah
kolaborasi antar instansi sudah efektif, serta
mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

8. Peningkatan Keterbukaan Informasi dan

Transparansi.

Transparansi dalam pelaksanaan penanganan
ODGJ sangat penting untuk memastikan
kepercayaan antar instansi dan masyarakat. Oleh
karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sumedang bersama Dinas Kesehatan Kabupaten
Sumedang dan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang
perlu menyediakan saluran komunikasi yang
terbuka, seperti platform online atau forum publik,
yang memungkinkan masyarakat dan pemangku
kepentingan untuk mendapatkan informasi yang
jelas dan akurat mengenai kebijakan dan upaya
yang dilakukan dalam penanganan ODGJ.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran
Collaborative Governance Dalam Penanganan
ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) oleh
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
dan Pemangku Kepentingan di Kabupaten
Sumedang sebagai berikut :

1. Peran Collaborative Governance dalam
penanganan ODGJ oleh Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Sumedang dan
pemangku kepentingan lainnya sangat
penting untuk memastikan penanganan yang
efektif dan menyeluruh. Kolaborasi antara
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sumedang, Dinas Kesehatan Kabupaten
Sumedang, Dinas Sosial Kabupaten
Sumedang, dan lembaga lainnya
memungkinkan adanya koordinasi yang
lebih baik dalam merespons kebutuhan
ODGJ. Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumedang berperan dalam
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penertiban dan pengawasan, sementara
Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam
aspek medis, dan Dinas Sosial Kabupaten
Sumedang menangani rehabilitasi sosial.
Kolaborasi yang kuat antara pemangku
kepentingan ini membantu ODGJ untuk
mendapatkan perhatian yang lebih holistik,
baik dalam aspek kesehatan, rehabilitasi,
maupun reintegrasi sosial. Oleh karena itu,
Collaborative Governance berfungsi sebagai
jembatan yang menghubungkan berbagai
lembaga dalam mencapai tujuan bersama
untuk penanganan ODGJ yang lebih efektif
dan berkelanjutan.

Beberapa hambatan signifikan mengganggu
efektivitas Collaborative Governance dalam
penanganan ODGJ. Faktor utama yang
ditemukan adalah kurangnya pemahaman
dan pelatihan yang memadai di kalangan
petugas Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten = Sumedang dan  sebagian
pemangku kepentingan lainnya mengenai
penanganan ODGJ dengan pendekatan
kesehatan jiwa. Selain itu, koordinasi antar
lembaga yang belum optimal, baik dalam hal
komunikasi maupun prosedur kerja,
menyebabkan  ketidaksesuaian ~ dalam
penanganan kasus. Hambatan lainnya
termasuk keterbatasan sumber daya, baik
dari segi anggaran maupun kapasitas tenaga
kerja, serta adanya stigma sosial terhadap
ODGIJ yang turut memperburuk integrasi
mereka dalam masyarakat. Semua faktor ini
berdampak  pada  efektivitas  upaya
kolaboratif yang dilakukan dalam menangani
ODG@GlJ.

Untuk  mengatasi  hambatan-hambatan
tersebut, perlu ada solusi yang bersifat
sistematis dan menyeluruh. Pertama,
meningkatkan pelatihan bagi petugas Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
dan pemangku kepentingan lainnya
mengenai pendekatan kesehatan jiwa dan
penanganan ODGJ yang berbasis pada
empati dan prinsip kesehatan mental. Kedua,
memperbaiki koordinasi antar lembaga
dengan menyusun kebijakan yang jelas dan
terintegrasi mengenai prosedur penanganan
ODGJ, serta menyediakan platform
komunikasi yang memudahkan pertukaran
informasi antar pihak terkait. Ketiga,
mengurangi stigma sosial terhadap ODGJ
dengan  melakukan  edukasi  kepada
masyarakat melalui berbagai program

sosialisasi, sehingga mereka dapat lebih
menerima ODGJ dan mendukung proses
reintegrasi sosial. Selain itu, peningkatan
anggaran untuk penanganan ODGJ dan
kerjasama dengan sektor swasta serta
lembaga non-pemerintah dapat memperkuat
kapasitas sumber daya yang dibutuhkan
untuk mengatasi masalah ini secara lebih
efektif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran
Collaborative Governance Dalam Penanganan
ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) oleh
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
dan Pemangku Kepentingan di Kabupaten
Sumedang saran dalam penelitian ini baik secara
teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Saran Teoritis.

a. Diperlukan pengembangan lebih lanjut
tentang penerapan Collaborative
Governance dalam konteks penanganan
ODG]J, terutama dalam pendekatan yang
berbasis pada teori kesehatan mental.
Penelitian lebih mendalam mengenai
integrasi berbagai teori pemerintahan
kolaboratif, seperti teori jaringan dan teori
manajemen kolaboratif, dapat
memberikan ~wawasan yang lebih
komprehensif ~ mengenai  bagaimana
pemerintah daerah dan lembaga lainnya
dapat bekerja sama secara efektif dalam
penanganan ODGJ.

b. Penelitian lebih lanjut tentang peran
stigma sosial terhadap ODGJ dalam
kerangka Collaborative Governance perlu
ditingkatkan. Pemahaman yang lebih baik
tentang  bagaimana  stigma  sosial
mempengaruhi interaksi antara pemangku
kepentingan dan ODGJ dapat membantu
dalam merumuskan strategi pengurangan
stigma yang lebih efektif. Teori-teori
psikologi sosial dan teori interaksi
simbolik  dapat  digunakan  untuk
memahami dan mengatasi hambatan
stigma dalam penanganan ODGJ.

c. Teori kebijakan publik yang lebih
responsif terhadap isu kesehatan jiwa dan
sosial perlu  dikembangkan untuk
meningkatkan kolaborasi antara berbagai
lembaga pemerintah dan masyarakat.
Penelitian  lebih  lanjut  mengenai
kebijakan penanganan ODGIJ yang dapat
mengakomodasi kebutuhan
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multidimensional ODGJ, seperti akses
kesehatan, rehabilitasi sosial, dan
reintegrasi masyarakat, sangat diperlukan
untuk memperbaiki efektivitas kebijakan

yang ada.
2. Saran Praktis.
a. Untuk meningkatkan efektivitas

kolaborasi dalam penanganan ODGJ,
sangat penting untuk memberikan
pelatihan khusus bagi petugas Satpol PP
dan pemangku kepentingan lainnya.
Pelatihan ini harus mencakup pemahaman
tentang gangguan jiwa, cara berinteraksi
dengan ODGJ secara empatik, serta
prosedur penanganan yang sesuai dengan
standar kesehatan mental. Dengan
pelatihan yang memadai, petugas dapat
melakukan tugasnya dengan lebih efektif
dan humanis.

b. Diperlukan peningkatan koordinasi antara
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sumedang, Dinas Kesehatan Kabupaten
Sumedang, Dinas Sosial Kabupaten
Sumedang dan lembaga lainnya yang
terlibat dalam penanganan ODGJ. Salah
satu langkah yang dapat diambil adalah
dengan menyusun prosedur operasional
standar (SOP) yang jelas dan terintegrasi
antar lembaga. Hal ini akan memastikan
bahwa setiap pemangku kepentingan
memiliki pemahaman yang sama dalam

menangani kasus ODGIJ dan
meminimalisir tumpang tindih tanggung
jawab.

c. Agar masyarakat dapat lebih menerima
ODGJ dan mendukung upaya reintegrasi
sosial mereka, perlu dilakukan kampanye
sosialisasi yang bertujuan mengurangi
stigma sosial terhadap ODGJ. Pemerintah
dan lembaga terkait perlu bekerja sama
untuk  melakukan edukasi kepada
masyarakat mengenai gangguan jiwa dan
pentingnya  memberikan  dukungan
kepada ODGJ, bukan justru mengucilkan
atau menstigmatisasi mereka. Program ini
dapat melibatkan media, komunitas lokal,
dan  lembaga  pendidikan  untuk
menciptakan kesadaran yang lebih luas.
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